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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

DPR RI merupakan lembaga negara yang memegang fungsi legislasi, fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Anggota Dewan sebagai perwakilan rakyat. 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan perangkat yang berperan sebagai penunjang dari 

tugas dan wewenang Hal ini dinyatakan dalam Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

“aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI”. Setjen DPR RI berfungsi sebagai 

pendukung kinerja DPR RI melingkupi Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan 

persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta penguatan 

peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenanang DPR RI.  

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah yang berada di bawah perjanjian kerja kepada instansi pemerintahan. Dalam 

upaya untuk memberikan dukungan yang maksimal di dalam Sekjen DPR RI, ASN harus 

memiliki nilai BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Beriorientasi 

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam 

menjalankan tugas dan jabatannya. Pembentukan nilai ASN yang BerAKHLAK ini bisa 

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU ASN 

tersebut, dikatakan bahwa CPNS harus melalui masa percobaan yang dimana dalam masa 

percobaan tersebut akan dilakukan proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk 

membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan 

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang.  

Pada masa percobaan ini, CPNS diberikan tugas untuk membuat Rancangan 

Aktualisasi yang bertujuan untuk menciptakan inovasi terbaru di dalam bagian. Saya 

sebagai penulis pada masa percobaan ini berada di Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan. Bagian 

Keanggotan dan Kesekretariatan Fraksi memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan 
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administrasi untuk Anggota Dewan DPR RI. Selama berada di dalam bagain Keanggotaan 

dan Kesekretariatan Fraksi, penulis menemukan beberapa isu yang terjadi di lingkungan 

bagian. Yang pertama adalah belum terintegrasinya data Kunjungan Daerah Pilihan 

Anggota Dewan DPR RI di aplikasi SIGOTA. Yang kedua adalah belum terdigitalisasinya 

pengajuan surat keterangan Anggota Dewan DPR RI. Dan yang terakhir adalah banyaknya 

jumlah pegawai yang akan mencapai umur pensiun di bagain Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi. 

Dalam Rancangan Aktualisasi ini, penulis melakukan analisis dari isu-isu di atas, yang 

kemudian dicari gagasan-gagasan untuk penyelesaian isu-isu tersebut sesuai dengan nilai-

nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK. Rancangan Aktualisasi ini akan menjadi bahan 

penulis untuk melakukan habituasi yang kemudian setelah dijalankan akan dimasukan ke 

dalam Laporan Aktualisasi yang akan dipaparkan pada saat Klasikal di bulan September 

mendatang. Oleh karenanya dibuat Rancangan Aktulisasi, untuk menganalisis dan mencari 

gagasan dari isu-isu yang ada. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor.6 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 94/K.1/PDP.07/2021 

tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 
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C. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi adalah: 

1. Internalisasi nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. 

2. Penerapan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan kerja. 

3. Mendorong adanya inovasi pada unit kerja. 

4. Sebagai syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI. 

D. Manfaat 

Manfaat dari Aktualisasi adalah: 

1. Sebagai masukan untuk unit kerja untuk mengoptimalisasikan pelayanan administrasi 

bagi Anggota Dewan DPR RI. 

2. Sebagai bahan untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai dalam melaksanakn tugas 

dan fungsinya. 

3. Sebagai bahan penulis untuk meningkatkan kompetensinya dan pemahaman mengenai 

tugas dan fungsi jabatan yang diampu. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

A. Visi dan Misi Unit Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki visi yaitu terwujudnya 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan 

akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI. Misi yang ingin dicapai oleh Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu: 

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, 

transparan, dan akuntabel; 

2. sss 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan per Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor.6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Jenderal berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan yang berada di bawah Deputi 

Bidang Persidangan.  

 

Biro Kesekretariatan Pimpinan

Bagian 
Sekretariat 

Ketua

Bagian 
Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang 
Politik dan 
Keamanan

Bagian 
Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang 
Industri dan 

Pembangunan

Bagian 
Sekretariat Wakil 

ketua Bidang 
Ekonomi dan 

Keuangan

Bagian 
Administrasi 

Keanggotaan dan 
Kesekretariatan 

Fraksi

Subbagian 
Administrasi 
Keanggotaan

Penyusun Bahan Anggota 
Dewan

Subbagian 
Kesekretariatan 

Fraksi

Bagian 
Sekretariat Wakil 

Ketua Bidang 
Kesejahteraan 
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Bagian 
Sekretariat 

Badan 
Musyawarah

Bagian 
Sekretariat 
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Pimpinan

Bagian Tata 
Usaha Pimpinan 

Sekretariat 
Jenderal

Gambar 1. Struktur Organisasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 
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C. Tugas dan Fungsi Jabatan 

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor.6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan administrasi kesekretariatan 

fraksi. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi terdiri atas Subbagian 

Adrninistrasi Keanggotaan dan Subbagian Kesekretariatan Fraksi. Subbagian 

Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata usaha 

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, dan Subbagian Kesekretariatan Fraksi 

mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 

rnenyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi; 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan kesekretariatan 

fraksi; 

c. Pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia;  

d. Pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan fraksi;  

e. Pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; dan  

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kesekretariatan 

Pimpinan.  

 

Untuk jabatan Penyusun Anggota Dewan, memiliki 8 tugas pokok, yaitu: 

1. Menyusun konsep kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

rencana kerja yang terlah ditetapkan oleh Kepala Bagian; 

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
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3. Menyusun konsep pedoman atau aturan tentang pengelolaan administrasi kepada 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

4. Menyusun konsep telaahan staf terkait pengelolaan administrasi kepada Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

5. Mengelola database output pengelolaan administrasi kepada Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

6. Menyusun konsep laporan kinerja unit kerja secara berkala maupun setiap waktu 

diperlukan 

7. Membuat konsep laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja 

pelaksanaan tugas 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

A. Deskripsi Isu 

1) Belum optimalnya integrasi data Laporan Kunjungan Daerah Pilihan Anggota 

Dewan di SIGOTA 

Kunjugan kerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Anggota Dewan DPR 

RI. Hal ini di tetapkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 setelah direvisi 

dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juni 2016. Kunjungan kerja 

ini bisa dilakukan ke luar negeri atau ke daeralh pemilihan (Dapil). Hal ini perlu 

dilakukan oleh Anggota Dewan DPR RI untuk menyerap aspirasi, tranparansi, 

pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di derah 

pemilihan anggota. Laporan Kunjugan Daerah Pemilihan (kundapil) ini, harus dibuat 

sebagai bukti pertanggungjawaban dan sebagai bukti bahwa Anggota DPR tersebut 

sudah menjalankan tugasya. Laporan kundapil disimpan oleh masing-masing fraksi.  

Setjen DPR RI sebagai pendukung kerja Anggota Dewan DPR RI, membutuhkan 

laporan kundapil tersebut sebagai laporan kepada BPK bahwa Anggota Dewan DPR RI 

tersebut sudah melakukan tugas dan fungsinya. Laporan in diberikan kepada BPK 

setiap tahunnya dalam bentuk sample atau list dari siapa saja anggota dari masing-

masing fraksi yang sudah melakukan kunjungan. Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi, sebagai bagian yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

administrasi kepada Anggota Dewan DPR RI sudah menyediakan wadah online untuk 

pengimputan laporan kundapil tersebut, yaitu melalui aplikasi SIGOTA. 

Namun hingga saat ini laporan kundapil yang dilakukan oleh Anggota Dewan 

belum terintegrasi secara maksimal dengan aplikasi SIGOTA yang dimiliki oleh bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Hingga saat ini dari, bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi masih harus mengajukan kepada kesekretariatan fraksi untuk 

memberikan laporan tersebut. Saat ini masih banyak Angota Dewan DPR RI yang 

belum memasukan laporan kundapilnya ke SIGOTA, baru beberapa saja yang sudah 

melakukan pelaporan. Seharusnya SIGOTA ini bisa menjadi jalan untuk mempermudah 

pekerjaan baik bagi bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi atau kepada tim 

Anggota Dewan itu sendiri.  
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Jika tidak diperbaiki, hal ini akan memperlambat kerja bagian. Belum lagi adanya 

kemungkinan data yang diberikan tidak lengkap, sehingga penyelesaian tugas akan 

memakan waktu yang lebih lama dan tentunya hal tersebut akan menghambat pekerjaan 

yang lainnya. Karena waktu pengerjaan yang akan memakan waktu lama, menyebabkan 

pekerjaan pegawai menjadi tidak efisien.  

Harapannya kedepannya laporan kundapil akan bisa terintegrasi secara maksimal 

dengan SIGOTA agar mempermudah pekerjaan baik untuk pegawai dari bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi tetapi juga mempermudah Tim Anggota 

Dewan. Sehingga kedepannya untuk laporan pertanggungjawaban tidak akan ada 

halangan dan meningkatkan juga nilai akuntabel baik untuk instansi dan Anggota 

Dewan itu sendiri.  

Dalam kaitannya dengan Smart ASN adalah tidak digunakanya teknologi yang 

sudah ada secara maksimal. Penggunaan teknologi secara maksimal dan sesuai akan 

membantu dalam perkembangan digital di bagian tersebut. Kemudahan yang ada 

seharusnya bisa digunakan untuk menjadikan bagian lebih maju. Selain itu, kemampuan 

teknologi pada pegawai bagian juga pelan-pelan akan meningkat. Dengan 

memaksimalkan penggunaan teknologi, tentunya akan meningkatkan kualitas 

pekerjaan pada bagian tersebut. Selain itu juga, dengan menggunakan teknologi, resiko 

human error dan keamanan data akan lebih terjamin. Dalam kaitannya dengan 

Gambar 2. Laporan Kundapil pada SIGOTA, Anggota Dewan No 1-20 
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manajemen ASN adalah penilaian kinerja yang menurun dikarenakan output kerjanya. 

Akibatnya penilaian ASN akan menurun dikarenakan adanya penurunan kinerja.  

 

2) Belum terdigitalisasinya permohonan surat keterangan dari tim Anggota Dewan 

kepada bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 

Surat keterangan merupakan surat yang dibutuhkan oleh Anggota Dewan DPR RI 

untuk persyaratan pengajuan beberapa hal, seperti visa, izin belajar, dan lainnya. Surat 

ini berisikan keterangan bahwa individu tersebut adalah benar seorang Anggota Dewan 

DPR RI. Untuk mendapatkan surat keterangan ini, tim Anggota Dewan harus 

mengajukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI melalui bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi. Saat ini, untuk melakukan pengajuan surat keterangan dari tim 

Anggota Dewan perlu datang ke bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi secara 

langsung dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan yang sudah dicetak. 

Pengajuan ini masih harus dilakukan secara manual dan tidak ada platform digital yang 

bisa digunakan untuk mempermudah pengajuan.  

 

Sistem pengajuan yang seperti ini tidak efisien, karena pengajuan masih harus 

dilakukan secara langsung dengan datang ke ruangan bagian secara langsung. 

Pengajuan yang masih harus dilakukan secara manual, juga memunculkan 

Gambar 3. Pengajuan dan Surat Pengajuan Surat Keterangan 
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kemungkinan adanya human error. Seperti, adanya kemungkinan persyaratan 

pengajuan yang kurang atau hilang, yang nantinya akan mempengaruhi waktu proses 

pengajuan. Pekerjaan yang memakan waktu lama, tentunya akan merugikan untuk 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi dan juga Anggota Dewan itu sendiri. 

Selain itu, pengajuan ini tidak tercatat baik secara tertulis ataupun di komputer. 

Sehingga, pengajuan yang sudah masuk sebelumnya, tidak bisa ditinjau kembali apabila 

memang dibutuhkan.  

Harapan kedepannya, pengajuan bisa dilakukan secara online menggunakan wadah 

yang memungkinkan untuk menampung pengajuan yang dibutuhkan. Sehingga bisa 

meningkatkan pelayanan administrasi yang diberikan oleh bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi, juga akan mempermudah pihak Tim Anggota Dewan DPR RI 

dalam melakukan pengajuan, karena bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. 

Selain itu diharapkan juga dengan adanya wadah pengajuan secara daring, data-data 

yang dilampirkan oleh Tim Anggota Dewan DPR RI bisa disimpan secara online, 

sehingga memperkecil kemungkinan hilangnya data pengajuan.  

Dalam kaitannya dengan Smart ASN adalah tidak maksimalnya perkembangan 

digital dan penggunaan teknologi pada bagian. Digitalisasi pengajuan mempermudah 

tugas pegawai dalam bagian tersebut. Perubahan tersebut mampu meningkatkan kinerja 

dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu 

digitalisasi meningkatkan efisiensi dari tugas yang dijalankan, sehingga tidak perlu lagi 

ada leg work dalam proses pengerjaan tugas. Dengan menggunakan teknologi yang 

sesuai, semua pengajuan yang masuk, akan masuk ke database, dan akan ada 

catatannya. Selanjunya dalam kaitannya dengan Manajeman ASN, sebagai pelayan 

publik ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas dalam hal ini yaitu melakukena pelayanan administrasi kepada Anggota 

Dewan DPR RI. Dengan melakukan digitalisasi, tentunya pelayanan yang diberikan 

akan meningkat dalam kualitasnya dan juga akan ada peningkatan produktifitas dari 

ASN yang menjalankan. Selain itu digitalisasi juga akan mempercepat tugas dan fungsi 

pegawai, sehingga meningkatkan output kinerja. Digitalisasi juga akan meningkatkan 

akuntabel dengan adanya peningkatan transparansi pekerjaan. 
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3) Banyaknya jumlah pegawai yang akan mencapai umur pensiun di bagain 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 

Jumlah pegawai pada bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi sebanyak 34 

orang. Untuk saat ini, mayoritas usia pegawai pada bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi hampir mencapai umur pensiun. Untuk tahun 2022, akan ada 2 

orang pegawai yang pensiun, dan tahun 2023 akan ada 3 pegawai yang pensiun. 

Sedangkan untuk tahun ini belum ada wacana akan dibuka kembali pendaftaran CPNS. 

 

  

 

Hal ini tentunya bisa menjadi masalah karena jumlah SDM pada bagian tersebut 

akan berkurang dan mengganggu flow kerja. Dengan berkurangnya jumlah SDM, akan 

ada beberapa pekerjaan yang tidak tertangani. Kalaupun pekerjaan tersebut sudah 

dilimpahkan kepada pegawai lain, penyelesaiannya tidak akan maksimal, karena 

pegawai tersebut pasti sudah memiliki tugasnya masing-masing. Selain itu, regenerasi 

dibutuhkan untuk meningkatkan relevansi dengan generasi dan teknologi saat ini. 

Dengan tidak dilakukannya regenerasi, hal ini nantinya akan berdampak kepada 

pegawai dan bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi itu sendiri. Selain itu, 

dengan adanya kemungkinan penurunan kualitas kerja tersebut, ditakutkan akan 

mempengaruhi Anggota Dewan terkait. 

Harapannya akan semakin banyak generasi-generasi baru pada bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi yang mana diharapkan mampu memberikan 

inovasi-inovasi baru yang mampu mengembangkan bagian.  

Pada kaitannya dengan Smart ASN untuk isu ini ada dalam perkembangan 

teknologi untuk bagian tersebut. Perkembangan teknologi kemungkinan tidak akan 

Gambar 4. Profil Pegawai KKF yang Akan Pensiun 



 12 

signifikan dikarenakan ASN generasi lama yang belum beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi dan informasi, sehingga menghambat adanya pelakasanaan tugas dan fungsi 

dan menurunkan kualitas output. Upaya penguatan literasi digital dibutuhkan untuk 

berkembanganya suatu bagian. Dengan adanya perkembangan digital diharapkan 

mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kecakapan 

digital pada era saat ini dibutuhkan untuk menjaga relevansi dengan masyarakat. 

Kaitannya dengan Manajeman ASN adalah sebagai pelayan publik yang harus menjadi 

perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, 

tentunya ASN dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memberikan 

kualitas pelayanan yang baik. Dengan adanya regenerasi, inovasi-inovasi baru 

diharapkan akan muncul yang nantinya akan mendorong perkembangan dan perubahan 

pada bagian. Dengan banyaknya pegawai yang mencapai umur pensiun, akan 

dibutuhkan pola karir untuk memenuhi jabatan-jabatan yang akan kosong. Selain itu 

mempengaruhi promosi ASN, yang nantinya akan mempengaruhi tugas dan fungsi 

karena adanya rotasi pegawai 
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B. Penetapan Isu Prioritas 

1) Teknik Analisis Isu 

Berdasarkan isu-isu aktual yang teridentifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses 

pemilihan isu dengan menggunakan teknik tapisan isu USG (Urgency, Seriousness, 

Growth). Analisis USG menggunakan peringkat/ranking dengan skor 1 sampai 5. 

a. Urgency (urgensi), yaitu mendesak atau tidaknya isu tersebut untuk dibahas, 

dianalisis, dan ditindaklanjuti. 

b. Seriousness (keseriusan), merupakan seberapa penting isu tersebut untuk dibahas 

dan dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. 

c. Growth (berkembangnya masalah), yaitu seberapa besar kemungkinan terburuk 

isu tersebut jika tidak ditangani.  

 

Untuk indikator pada setiap nilai dijelaskan melalui tabel di bawah: 

Tabel 1. Indikator Penilaian USG 

 Skor Kategori Indikator 

Urgency 

5 Sangat Urgent Harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan 

4 Urgent Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan 

3 Cukup Urgent Harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan 

2 Kurang Urgent Harus diselesaikan dalam waktu 9 bulan 

1 Tidak Urgent Harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan 

 

Seriousness 

5 Sangat Serius Dampak terhadap masyarakat 

4 Serius Dampak terhadap instansi 

3 Cukup Serius Dampak terhadap biro 

2 Kurang Serius Dampak terhadap unit kerja 

1 Tidak Serius Tidak berdampak terhadap apapun 
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Growth 

5 Sangat Berkembang 
Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 3 

bulan terakhir  

4 Berkembang 
Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir  

3 Cukup Berkembang 
Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 9 

bulan terakhir  

2 
Kurang 

Berkembang 

Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 1 

tahun terakhir  

1 Tidak Berkembang 
Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 

lebih dari 1 bulan terakhir  

 

2) Pemilihan Isu Prioritas 

Pada bagian ini disebutkan isu prioritas yang didapat berdasarkan hasil tapisan 

menggunakan teknik USG, yaitu: 

Tabel 2. Tapisan Isu dengan Metode USG 

No Isu 
Kriteria 

Jumlah Prioritas 
U S G 

1 
Belum optimalnya integrasi data 

Laporan Kunjungan Daerah Pilihan 

Anggota Dewan di SIGOTA 

3 2 2 7 II 

2 

Belum terdigitalisasinya 
permohonan surat keterangan dari 
tim Anggota Dewan kepada bagian 
Keanggotaan dan Kesekretariatan 
Fraksi 

4 3 3 10 I 

3 

Banyaknya jumlah pegawai yang akan 

mencapai umur pensiun di bagain 

Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi. 

1 2 2 5 III 

 

Berdasarkan kriteria urgency, saat ini di bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi, belum ada wadah online yang disediakan untuk menampung permohononan 

surat keterangan dari Anggota Dewan. Pengajuan masih harus dilakukan secara 
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langsung dengan membawa persyaratan kelengkapan yang dibutuhkan. Hal tersebut 

tentunya memakan waktu yang lebih lama dan tidak efisien. Selain itu, karena tidak 

adanya bukti masuknya permohonan, record permohonan yang sudah ada sebelumnya 

tidak bisa dilacak kembali. Hal ini nantinya menjadi masalah, apabila ada kesalahan 

dalam permohonan. Sehingga dibutuhkannya segera platform online untuk permohonan 

agar semuanya menjadi lebih terorganisir. 

Berdasarkan kriteria seriousness, apabila model pengajuan permohonan masih 

seperti saat ini. Hal ini kedepannya akan mempersulit kinerja pegawai pada bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Apabila nantinya ada masalah pada surat 

keterangan, data-data yang diperlukan akan sulit untuk dicari karena masih dalam 

bentuk cetak. Selain itu kemungkinan adanya human error masih ada, kemungkinan 

hilangnya persyaratan yang dibutuhkan karena salah penempatan akan selalu ada. 

Sehingga akan menghambat pekerjaan bagian. Bukan hanya akan mempengaruhi 

pekerjaan bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, itu juga akan menghambat 

Anggota Dewan yang mengajukan juga. 

Berdasarkan kriteria growth, di mana salah satu tugas pokok dari Penyusun Bahan 

Anggota Dewan adalah mengelola database output pengelolaan administrasi kepada 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Menyusun konsep 

laporan kinerja unit kerja secara berkala maupun setiap waktu diperlukan, sehingga 

apabila platform permohonan surat keterangan tidak dibuat, maka kedepannya akan 

berdampak pada terhambatnya tugas pokok pegawai bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi karena data yang dibutuhkan tidak lengkap atau salah.  

Berdasarkan hasil analisis tapisan isu di atas, isu yang menjadi prioritas untuk 

dibahas oleh penulis yaitu “Belum terdigitalisasinya permohonan surat keterangan 

dari tim Anggota Dewan kepada bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan 

Fraksi”. Isu strategis ini sesuai dengan tugas pokok dari jabatan yang diampu oleh 

penulis.  

C. Penetuan Penyebab Terjadinya Isu 

Selanjutnya, isu prioritas akan dianalisis kembali menggunakan teknik mind 

mapping. Teknik mind mapping ini merupakan teknik mencatat yang menggunakan 

keseluruhan otak baik otak kanan ataupun kiri untuk dapat memahami suatu isu.   
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Gambar 5. Mind Map 

 

Berdasarkan mind mapping di atas, penyebab isu “Belum terdigitalisasinya 

permohonan surat keterangan dari tim Anggota Dewan kepada bagian KKF” 

dikarenakan 3 aspek, yaitu Waktu, SDM, dan Sistem. 

Berdasarkan aspek Waktu ini muncul karena belum adanya alokasi waktu yang 

diberikan khusus untuk pembuatan aplikasi yang dapat menampung pengajuan surat 

keterangan secara online. Hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang harus diselesaikan 

oleh masing-masing pegawai. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan nantinya akan 

berisisan dengan tugas pegawai, sehingga belum memungkinkan untuk menjalankannya. 

Berdasarkan aspek SDM ada 2 hal yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama 

adalah belum adanya pihak yang menginisiasi pembuatan aplikasi terkait pengajuan surat 

keterangan secara online. Dan yang kedua adalah belum adanya pegawai yang spesifik 

diberikan tugas terkait. 

Dan aspek yang terakhir adalah system. Hal ini dikarenakan belum tersedianya 

platform online yang memang dibuat untuk menampung pengajuan surat keterangan 

secara online.  
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D. Gagasan Pemecahan Isu 

Untuk pemecahan isu ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama 

adalah melakukan diskusi dengan mentor dan senior pada bagian terkait penyusunan 

rencana kerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui materi muatan yang perlu 

ditampilkan pada google form. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan 

menentukan job desk. Ini perlu dilakukan untuk memastikan adanya penanggung jawab 

dari pelaksanaan tugas ini, sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah 

pembuatan google form sebagai wadah pengajuan surat keterangan. Nantinya kegiatan 

ini akan menghasilkan link dan juga halaman google form yang akan dikirimkan kepada 

kesekretariatan fraksi dan juga tim Anggota Dewan sebagai wadah pengajuan surat 

keterangan. 

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada kesekretariatan fraksi dan 

tim Anggota Dewan terkait adanya perubahan metode pengajuan. Informasi ini butuh 

diberikan kepada kesekretariatan fraksi dan juga Tim Anggota Dewan untuk memastikan 

bahwa mereka mengetahui adanya perubahan metode pengajuan surat keterangan. 

Setelah menyebarkan informasi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyusunan 

laporan. Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi ini nantinya akan dipaparkan pada saat 

klasikal.  

Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan mampu 

memaksimalkan penggunaan teknologi digital sebagai wadah untuk pengajuan surat 

keterangan secara online, sehingga sesuai dengan Smart ASN. Selain itu, diharapkan 

juga mampu meningkatkan akuntabilitas seorang pegawai, karena dengan adanya 

digitalisasi akan meningkat juga tingkat transparansi. Dalam hal pelayanan, gagasan 

digitalisasi ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas dari pelayanan yang akan 

diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi ASN yang tertera dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 



 18 

BAB IV 
RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja   : Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 
Isu yang Diangkat  : Belum terdigitalisasinya permohonan surat keterangan dari tim Anggota Dewan kepada bagian KKF 
Gagasan Pemecahan Isu  : Peningkatan Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan Pada Bagian Keanggotaan dan  

  Kesekretariatan Fraksi Secara Online menggunakan Google Form. 
 

Tabel 3. Matriks Rancangan Aktualisasi CPNS 

No. Kegiatan 
Tahapan 
Kegiatan 

Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan 

Organisasi 

Penguatan Nilai 
Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Melakukan 

diskusi terkait 

penyusunan 

rencana kerja 

Konsultasi dengan 
mentor dan senior 
perihal materi 
muatan yang 
ditampilkan 

Materi muatan 

yang akan 

dikeluarkan. 

1. Saya akan melakukan kegiatan diskusi 
dengan mentor dan senior secara sopan 
dan santun juga menghargai segala 
masukan dan kritik yang diterima 
(Harmonis) 

2. Saya berusaha untuk memberikan 
inovasi baru dalam pelayanan 
administrasi Anggota Dewan (Adaptif) 

3. Melakukan kerjasama dengan senior 
terkait gagasan dan memberikan 
kesempatan senior untuk memberikan 
tambahan dan masukan ke dalam 

Dengan melaksanakan 

gagasan penyelesaian isu 

ini, diharapkan mampu 

membantu 

mengoptimalisasikan dan 

mempermudah dukungan 

dan pengelolaan 

administrasi kepada 

Anggota Dewan 

Dengan menerapkan 
gagasan ini, diharapkan 
mampu memperkuat nilai 
organisasi Sekjen DPR 
RI, yaitu: 

 

1. Berorientasi 
Pelayanan: Tujuan 
dari adanya pembuatan 
google form sebagai 

Menentukan waktu 
pembuatan google 
form 

Daftar masukan 

dan Dokumentasi 
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gagasan yang akan dijalankan 
(Kolaboratif) 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia 
wadah untuk 
memberikan 
kemudahan dan 
kecepatan pelayanan 
administrasi Anggota 
Dewan 

2. Akuntabel: Dengan 
mengubah pengajuan 
menjadi digital, 
diharapkan mampu 
menunjukan 
transparansi dari tugas 
tersebut. 

3. Adaptif: Gagasan ini 
menjadi salah satu 
inovasi dalam 
pelayanan administrasi 
yang diberikan kepada 
Anggota Dewan. 

4. Kolaboratif: Gagasan 
ini diharapkan mampu 

2. 

Melakukan 

penyusunan dan 

menentukan job 

desk 

Konsultasi dengan 
senior terkait alur 
pekerjaan yang 
harus dilakukan 

Catatan dan 

dokumentasi 

1. Penyusunan job desk dibutuhkan untuk 
meningkatkan kemudahan pelayanan 
dalam memberikan pelayan 
administrasi kepada Anggota Dewan 
(Berorientasi Pelayanan) 

2. Saya akan bertanggung jawab dengan 
tugas yang akan saya ampu kedepannya 
dari hasil diskusi (Akuntabel) 

3. Saya akan melakukan kegiatan diskusi 
dengan mentor dan senior secara sopan 
dan santun juga menghargai segala 
masukan dan kritik yang diterima. Saya 
juga akan menjaga ketenangan ruangan 
selama mengerjakan tugas (Harmonis) 

4. Melakukan kerjasama dengan senior 
terkait gagasan dan memberikan 
kesempatan senior untuk memberikan 
tambahan dan masukan ke dalam 
gagasan yang akan dijalankan 
(Kolaboratif) 

Menentukan siapa 
yang akan 
bertanggung jawab 
dalam 
pelaksanaannya 

Nama 

penanggung 

jawab 

pelaksanaan 

gagasan 
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3. 

Pembuatan 

google form 

pengajuan surat 

keterangan 

Menyusun materi 
muatan 

Catatan dan 

Dokumentasi 

1. Meningkatkan kualitas diri dengan 
ilmu-ilmu baru, dalam hal ini terkait 
dengan google form (Kompeten) 

2. Saya akan menjaga ketenangan ruangan 
selama mengerjakan tugas (Harmonis) 

3. Dengan membuat google form untuk 
gagasan ini, saya berkomitmen untuk 
berkontribusi dalam pelayanan 
administrasi kepada Anggota Dewan 
(Loyal) 

4. Saya berusaha untuk memberikan 
inovasi baru dalam pelayanan 
administrasi Anggota Dewan (Adaptif) 

5. Memmberikan kesempatan senior untuk 
memberikan tambahan dan masukan ke 
dalam gagasan yang akan dijalankan 
(Kolaboratif) 

mempermudah 
kerjasama antar bagian. 

Membuat halaman 
google form 

Link dan halaman 

google form 

4. 

Sosialisasi 

perubahan 

sistem 

pengajuan 

Pembuatan media 
penyebaran 
informasi 

Poster Online 1. Saya akan memberikan informasi 
dengan cara yang sopan dan santun. 
Juga akan menerima kritik dan saran 
yang diberikan (Harmonis) 

2. Memberikan kesempatan senior untuk 
memberikan tambahan dan masukan ke 
dalam gagasan yang akan dijalankan 
(Kolaboratif) 

Penyebaran 
informasi kepada 
kesekretariatan 
fraksi dan tim 
Anggota Dewan 

Catatan dan 

dokumentasi 

5. 
Penyusunan 

laporan 

Mengumpulkan 
bahan-bahan yang 
diperlukan terkait 
laporan 

Seluruh bahan-

bahan untuk 

dimasukan ke 

dalam laporan 

aktualisasi 

1. Penyusunan laporan ini akan menjadi 
upaya untuk meningkatkan kemudahan 
pelayanan dalam memberikan pelayan 
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Menyusun laporan 
kegiatan 

Laporan 

Aktualisasi 

administrasi kepada Anggota Dewan 
(Berorientasi Pelayanan) 

2. Saya akan bertanggung jawab dan 
transaparan dengan hasil laporan yang 
ada (Akuntabel) 

3. Meningkatkan kualitas diri dengan 
ilmu-ilmu baru dan masukan yang akan 
diterima selama penyusunan laporan 
(Kompeten) 

4. Saya akan menjaga ketenangan ruangan 
selama mengerjakan tugas (Harmonis) 

5. Pembuatan laporan ini merupakan 
bentuk komitmen untuk berkontribusi 
dalam pelayanan administrasi kepada 
Anggota Dewan (Loyal) 

6. Saya berusaha untuk memberikan 
inovasi baru dalam pelayanan 
administrasi Anggota Dewan (Adaptif) 
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B. Jadwal Kegiatan 

Tabel 4. Rancangan Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan / Tahapan Kegiatan 
Juli Agustus September 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. 

Melakukan diskusi terkait penyusunan rencana kerja 

1. Konsultasi dengan mentor dan 
senior perihal materi muatan 
yang ditampilkan 

            

2. Menentukan waktu pembuatan 
google form 

            

2. 

Melakukan penyusunan dan menentukan jod desk 

1. Konsultasi dengan senior 
terkait alur pekerjaan yang 
harus dilakukan 

            

2. Menentukan siapa yang akan 
bertanggung jawab dalam 
pelaksanaannya 

            

3. 

Pembuatan google form pengajuan surat keterangan 

1. Menyusun materi muatan             

2. Membuat halaman google 
form 

            

4. 

Sosialisasi perubahan sistem pengajuan 

1. Pembuatan media penyebaran 
informasi 

            

2. Penyabaran informasi kepada 
kesekretariatan fraksi dan tim 
Anggota Dewan 

            

5. 

Penyusunan laporan 

1. Mengumpulkan bahan-bahan 
yang diperlukan terkait 
laporan 

            

2. Menyusun laporan kegiatan             
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 5. Matriks Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan / Tahapan Kegiatan 
Juli Agustus September 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. 

Melakukan diskusi terkait penyusunan rencana kerja 

1. Konsultasi dengan mentor 
dan senior perihal materi 
muatan yang ditampilkan 

            

            

2. Menentukan waktu 
pembuatan google form 

            

            

2. 

Melakukan penyusunan dan menentukan jod desk 

1. Konsultasi dengan senior 
terkait alur pekerjaan yang 
harus dilakukan 

            

            

2. Menentukan siapa yang akan 
bertanggung jawab dalam 
pelaksanaannya 

            

            

3. 

Pembuatan google form pengajuan surat keterangan 

1. Menyusun materi muatan 
            

            

2. Membuat halaman google 
form 

            

            

4. 

Sosialisasi perubahan sistem pengajuan 

1. Pembuatan media 
penyebaran informasi 

            

            

2. Penyabaran informasi 
kepada kesekretariatan fraksi 
dan tim Anggota Dewan 

            

            

5. 

Penyusunan laporan 

1. Mengumpulkan bahan-bahan 
yang diperlukan terkait 
laporan 

            

            

2. Menyusun laporan kegiatan 
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

A.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1.1 Konsultasi dengan mentor dan senior 

perihal meteri muatan yang akan ditampilkan 

Untuk tahapan kegiatan pertama yang seharusnya dilakukan pada minggu ke-4 

bulan Juli, diundur pelaksanaannya menjadi minggu pertama bulan Agustus. Hal ini 

dikarenakan penulis harus menyelesaikan pekerjaan bagian yang sebelumnya 

tertinggal salama masa distance learning. Output dari kegiatan ini adalah Laporan 

Singkat yang berisikan hasil dari diskusi yang dilakukan. Laporang Singkat tersebut 

bisa dilihat di Lampiran. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 

2022. Konsultasi ini dilakukan secara langsung di ruangan Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi. Diskusi ini dilakukan bersama dengan mentor yang juga 

adalah kasubbag administrasi keanggotaa di bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi. Dari konsultasi ini didapatkan hasil yaitu, materi muatan 

yang nanti akan ditampilkan pada pada satu halaman google form,yaitu:  

1. Nama Pengaju,  

2. Nomor Kontak Pengaju,  

3. Nomor Anggota Dewan yang Mengajukan,  

4. Nama Anggota Dewan yang Mengajukan,  

5. Fraksi, dan  

6. Pengunduhan syarat pengajuan (Surat Pengajuan) 

Pelaksanaan kegiatan 1 ini, berkaitan dengan nilai-nilai core value ASN yaitu, 

Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai harmonis ditunjukan dengan adanya 

diskusi dengan mentor dan senior di bagian yang dilakukan secara sopan dan santun 

juga menghargai segala masukan dan kritik yang diterima. Nilai adaptif ditunjukan 

dengan berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan 

administrasi bagi Anggota Dewan DPR RI. Dan untuk nilai kolaboratif ditunjukan 

dengan melakukan kerjasama dengan senior terkait gagasan yang diangkat dan 

memberikan kesempatan kepada senior untuk memberikan tambahan dan masukan 

ke dalam gagasan yang dijalankan. 



 25 

A.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1.2 Menentukan waktu pembuatan google 

form 

Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan 1.1 sebelumnya yaitu pada 

tanggal 1 Agustus 2022. Berdasarkan konsultasi dan masukan baik dari mentor 

maupun senior, pembuatan halaman google form akan dilakukan pada minggu 

pertama bulan Agustus. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi dari 

aktualisasi, sehingga dapat segera digunakan untuk keperluan pengajuan surat 

keterangan oleh Tim Anggota Dewan DPR RI. Selain itu juga dikarenakan awal 

bulan Agustus ini, akan ada beberapa pekerjaan bagian yang harus diselesaikan dan 

akan memakan waktu yang cukup lama. Output dari kegiatan ini adalah Laporan 

Singkat yang berisikan hasil dari diskusi yang dilakukan. Laporan Singkat tersebut 

bisa dilihat di Lampiran 

 

Gambar 6. Diskusi dengan Mentor terkait agenda kegiatan 1 & 2 

A.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2.1 Konsultasi dengan senior terkait tahapan 

pekerjaan yang harus dilakukan 

Konsultasi terkait tahapan pekerjaan ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2022 

di ruangan Bagian Keanggotaan and Kesekretariatan Fraksi. Output dari kegiatan ini 

adalah Laporan Singkat yang berisikan hasil dari diskusi yang dilakukan. Laporan 
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Singkat tersebut bisa dilihat di Lampiran. Dari hasil konsultasi dengan senior terkait 

tahapan pekerja, didapat beberapa alur pengerjaan yang akan dilakukan, yaitu:  

Pengajuan yang masuk ke dalam google form akan dicatat dalam file excel yang 

berisikan Kebutuhan, Nama Pengaju, Nomor kontak pengaju, Nomor Anggota 

Dewan yang mengajukan, Nama Anggota Dewan yang mengajukan, dan Fraksi. 

Setelah dicatat di dalam excel, kemudian pengajuan akan dikerjakan oleh pegawai 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Setelah surat sudah selesai dibuat, 

dan ditandatangi oleh Bapak Chairil Patria, S.IP, M.Si selaku kepala Biro 

Kesekretariatan Pimpinan, selanjutnya akan diinfokan kembali kepada pengaju 

melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan sebelumnya oleh pengaju dalam google 

form. Kemudian surat keterangan sudah bisa diambil langsung ke ruangan bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Apabila pengaju berhalangan datang 

langsung ke bagian, surat keterangan akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp 

bagian dalam bentuk file pdf.  

 

Gambar 8. Konsultasi dengan Mentor terkait Agenda 1&2 

Pengajuan 
masuk ke 

google 
form

Dicatat di 
excel

Diproses 
oleh bagian 

KKF
Pengajuan 

selesai

Diinfokan 
kembali 
kepada 
pengaju

Gambar 7. Tahapan Pengerjaan Pengajuan Surat Keterangan 
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A.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2.2 Menentukan siapa yang akan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaannya 

Diskusi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan sebelumnya yaitu pada 

tanggal 1 Agustus 2022 di ruangan Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. 

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Singkat yang berisikan hasil dari diskusi 

yang dilakukan. Laporang Singkat tersebut bisa dilihat di Lampiran Berdasarkan 

hasil diskusi dengan mentor yang juga adalah kasubbag Administrasi Anggota di 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, akhirnya ditentutkan yang akan 

menjadi penanggung jawab dan pengelola dari google form untuk pengajuan surat 

keterangan ini adalah Fashia Adesa Putri selaku penanggung jawab, yang 

bersangkutan akan mengelola dan melakukan pengecekan dan pendataan dari 

pengajuan yang masuk melalui google form.  

 

Gambar 9. Konsultasi dengan Senior di bagian terkait Agenda 1&2 

 Pada tahapan kegiatan ke-2 ini, core value yang bisa diterapkan adalah, 

Berorientasi pelayanan yang dapat dilihat dengan melakukan penyusunan job desk 

yang diharapkan mampu meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kepada 

Anggota Dewan DPR RI. Nilai selanjutnya adalah akuntabel yang ditunjukan 

dengan bertanggung jawab dengan tugas yang akan diampu oleh penulis kedepannya 

berdasarkan kepada hasil diskusi. Nilai selanjutnya adalah harmonis yang dapat 

dilihat dengan adanya kegiatan diskusi dengan mentor dan senior dengan sopan dan 

santun, juga menerima dan menghargai segala kritik dan saran yang diberikan. Dan 

nilai terakhir adalah kolaboratif yaitu dengan adanya kerjasama dengan senior terkait 

gagasan dan memberikan kesempatan kepada senior untuk memberikan masukan ke 

dalam gagasan yang akan dijalankan. 
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A.5 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3.1 Menyusun materi muatan 

Penyusunan materi muatan ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022. 

Pembuatan halaman pengajuan google form dibuat sesuai dengan materi muatan 

yang sebelumnya sudah dibicarakan dan disetujui oleh mentor dan juga senior pada 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Output dari tahapan kegiatan ini 

adalah catatan materi dan juga dokumentasi dari kegiatan yang mana bisa dilihat di 

Lampiran. Selain itu dikumpul juga beberapa contoh dari surat pengajuan yang 

diberikan sebelumnya sebagai acuan dari file yang harus diunggah oleh Tim Anggota 

Dewan DPR RI.  

 

Gambar 10. Contoh Surat Permohonan untuk pengajuan Surat Keterangan 

Pengalaman core value ASN pada kegiatan ke-3 ini yaitu, kompeten, harmonis, 

loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai kompeten bisa dilihat dengan adanya usaha 

untuk meningkatkan kualitas diri dengan ilmu-ilmu baru, dalam hal ini yang terkait 

dengan google form. Penerapan nilai harmonis bisa dilihat dengan menjaga 

ketenangan di ruangan selama mengerjakan tugas. Selanjutnya penerapan nilai loyal 

bisa dilihat dengan membuat google form untuk gagasan ini, penulis berkomitmen 

untuk berkontribusi dalam pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan DPR RI. 

Nilai adaptif bisa dilihat dengan adanya usaha penulis untuk memberikan inovasi 

baru dalam hal pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan DPR RI. Dan untuk 

nilai kolaboratif bisa dilihat dengan memberikan kesempatan kepada enior untuk 

memberikan tambahan dan masukan ke dalam gagasan yang akan dijalankan. 
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A.6 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3.2 Membuat halaman google form 

 

 

Gambar 11. Pembuatan Halaman Google Form 

 

Gambar 12. Halaman Google Form untuk pengajuan Surat Keterangan 

Pembuatan halaman google form ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022. 

Berdasarkan materi muatan yang sebelumnya sudah direncanakan, dibuatlah 

halaman google form. Output dari kegiatan ini adalah Link halaman Google Form 
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yang bisa dilihat di Lampiran Halaman pengajuan ini bisa dibuka dengan link 

https://forms.gle/rjgo7vjG8SYPG78NA. Akses pembuatan halaman google form ini 

didapat menggunakan email bagian yaitu keanggotaansekjendprri@gmail.com. Link 

tersebut nantinya akan dikirimkan kepada pegawai di kesekretariatan fraksi dan yang 

nantinya akan disebarkan lagi kepada Tim Anggota Dewan DPR RI sedangkan yang 

bisa mengubah dan juga melakukan pengecekan pengajuan, hanyalah pegawai pada 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. 

A.7 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4.1 Pembuatan media penyebaran informasi 

Kegiatan pembuatan media penyebaran informasi terkait perubahan metode 

pengajuan dipercepat pelaksanaannya dikarenakan tugas bagian yang cukup padat 

di minggu-minggu awal bulan Agustus. Percepatan pengerjaan ini juga diharapkan 

mampu memberikan ruang waktu lebih lama untuk menjalankan pengajuan online. 

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 di ruangan bagian Keanggotaan 

dan Kesekretariatan Fraksi. 

Media yang digunakan untuk menyebarkan adalah infografis. Pembuatan 

infografis ini menggunakan aplikasi Canva. Output dari kegiatan ini adalah dua 

model infografis yang bisa dilihat di Lampiran. Infografis yang dibuat akan berisikan 

informasi terkait adanya metode pengajuan online melalui link google form. Selain 

itu juga akan diberikan informasi untuk pengambilan hasil pengajuan. Di dalam 

infografis juga akan diinfokan email dan juga WhatsApp bagian yang bisa dihubungi 

apabila pengaju memiliki pertanyaan perihal proses pengajuan. Infografis akan 

dibuat dalam 2 bentuk untuk menyesuakan media informasi yang digunakan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan 4 ini, core values yang diterapkan adalah 

Harmonis dengan penulis akan memberikan informasi dengan cara yang sopan dan 

santun. Juga akan menerima kritik dan saran yang diberikan. Nilai selanjutany 

adalah kolaboratif yaitu dengan memberikan kesempatan senior untuk memberikan 

tambahan dan masukan ke dalam gagasan yang akan dijalankan. 
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Gambar 13. Proses Pembuatan Media Penyebaran Informasi 

 

 

Gambar 14. Media Penyebaran informasi untuk Instagram 
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Gambar 15. Media Penyebaran Informasi untuk WhatsApp 

A.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4.2 Penyebaran informasi kepada 

kesekretariatan fraksi dan tim Anggota Dewan 

Penyebaran informasi terkait adanya perubahan dalam metode pengajuan ini 

dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022. Penyebaran informasi terkait adanya 

metode baru pengajuan Surat Keterangan dilakukan dengan memberikan informasi 

terlebih dahulu kepada pegawai di bagian kesekretariatan fraksi melalui group 

WhatsApp. Informasi ini berisikan link dan juga melampirka infografis yang 

sebelumnya sudah dibuat. Perubahan pengajuan ini juga diinfokan melalui 

Instagram bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Link form pengajuan 

surat keterangan ini juga akan dilampirkan pada website linkiee milik bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi yang ditampilkan pada Bio profile 

Instagram yaitu https://linki.ee/KKFSEKJENDPRRI yang akan melampirkan juga 

pelayanan-pelayanan administrasi lainnya yang diberikan. 



 33 

 

Gambar 16. Penyebaran Informasi melalui WhatsApp Bagian KKF 

 

Gambar 17. Linkee Pelayanan Administrasi Anggota Dewan DPR RI 
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Gambar 18. Instagram Bagian KKF 

 

Gambar 19. Pemberian Informasi secara langsung kepada TA Anggota Dewan DPR RI 

Pemberian infomasi juga bisa dilakukan secara langsung, kepada Tim Anggota 

Dewan DPR RI yang datang ke ruangan untuk mengajukan sesuatu. Tim Anggota 

Dewan DPR RI yang datangakan diinfokan dan dialihkan pengajuannya menjadi 

online, melalui google form yang sudah kami sediakan. 
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A.9 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5.1 Mengumpulkan bahan-bahan yang 

diperlukan terkait laporan 

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis akan mengumpulkan beberapa bahan yang 

merupakan output dari masing-masing tahapan kegiatan. Seperti contohnya pada 

kegiatan 1 dan 2, dibutuhkan adanya bukti laporan singkat dan dokumentasi dari 

masing-masing diskusi yang dilakukan. Pada kegiatan ke-3 dibutuhkan bukti 

halaman dari google form yang dibuat dan juga bukti media untuk penyebaran 

informasi yang dibuat. Output untuk kegiatan 5 ini adalah Laporan Aktualisasi yang 

bisa dilihat di Lampiran.  

 

Gambar 20. Pengumpulan materi Laporan Aktualisasi dan Lampiran 

 Dalam tahapan ini, core values yang diterapkan selama pengerjaan adalah 

akuntabel yaitu dengan bertanggung jawab dan transparan dengan hasil laporan yang 

ada. Selain itu juga ada nilai kompeten yaitu Meningkatkan kualitas diri dengan 

ilmu-ilmu baru dan masukan yang akan diterima selama penyusunan laporan. Dan 

selanjutnya ada nilai adaptif yaitu dengan berusaha untuk memberikan inovasi baru 

dalam pelayanan administrasi Anggota Dewan DPR RI.  

A.10 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5.2 Menyusun laporan kegiatan 

Penyusunan Laporan Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan format Laporan 

Kegiatan Aktualisasi yang sebelumnya sudah diberikan oleh coach. 
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Gambar 21. Pembuatan Laporan Aktualisasi 

 Selama penulisan laporan aktualisasi ini, core values yang diterapkan adalah 

berorientasi pelayanan yaitu dengan dilakukannya penyusunan laporan ini akan 

menjadi upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dalam memberikan 

pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan DPR RI. Selain itu ada juga nilai 

harmonis yaitu dengan menjaga ketenangan ruangan selama mengerjakan tugas. Dan 

yang terakhir adalah nilai loyal yaitu pembuatan laporan ini merupakan bentuk 

komitmen untuk berkontribusi dalam pelayanan administrasi kepada Anggota 

Dewan DPR RI.  

C. Stakeholder 

Pada kegiatan aktualisasi ini, yang menjadi stakeholder internal adalah pegawai dari 

bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, sebagai pemberi pelayanan administrasi 

dan penanggung jawab dari penggunaan google form sebagai wadah pengajuan surat 

keterangan secara daring.   

Sedangkan yang menjadi stakeholder external adalah bagian Kesekretariatan Fraksi 

dan juga Tim dari Anggota Dewan DPR RI, sebagai perantara dan penerima pelayanan 

administrasi dari bagian keanggotaan dan kesekretariatan fraksi. Tim Anggota Dewan 
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mendapatkan informasi terkait adanya perubahan metode pengajuan surat keterangan dari 

WhatsApp yang dikirimkan oleh bagian Kesekretariatan Fraksi. 

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi kendala 

Tabel 6. Kendala dan Strategi Aktualisasi 

No Kendala Strategi 

1. 
Pengerjaan aktualisasi yang beririsan 

dengan tugas bagian 

Penggunaan waktu yang optimal dan 

efisien. Dan menentukan pekerjaan 

mana yang harus lebih cepat 

diselesaikan. 

2. 
Penyebaran Informasi perubahan yang 

belum maksimal 

Mengingatkan kepada kesekretariatan 

fraksi untuk memberikan informasi 

secara berkala kepada Tim Anggota 

Dewan dan memberikan informasi 

secara langsung kepada TA yang 

datang ke ruangan bagian KKF. 

 

E. Analisis Dampak 

Sejumlah dampat positif yang didapat dari pelaksanaan aktualisasi ini, diantaranya: 

1. Penghematan waktu dalam pengajuan surat keterangan. Dengan bisa dilakukan secara 

online, pengajuan bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang 

langsung ke ruangan bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. 

2. Pengajuan yang sudah masuk akan tercatat, sehingga bisa ditelusur ulang apa bila 

memang diperlukan. 

3. Data pendukung untuk pengajuan surat bisa disimpan secara online. Sehingga 

mengurangi penumpukan data ril cetak dan menghindari hilangnya data. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi selama menjalankan tugas, terdapat beberapa permasalahan yang 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya integrasi data Laporan Kunjungan Daerah Pilihan Anggota 

Dewan di SIGOTA 

2. Belum terdigitalisasinya permohonan surat keterangan dari tim Anggota Dewan 

kepada bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 

3. Banyaknya jumlah pegawai yang akan mencapai umur pensiun di bagain 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 

Setelah mendapatkan ke-3 masalah tersebut, penulis melakukan tapisan isu dengan 

menggunakan Teknik USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Dari tapisan isu tersebut 

didapatkan isu prioritas yang perlu dibahas, yaitu Belum terdigitalisasinya permohonan 

surat keterangan dari tim Anggota Dewan kepada bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi. Setelah itu dilakukan analisis isu menggunakan Teknik mind 

mapping untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh dari adanya 

isu tersebut. 

Dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis melakukan 5 (lima) tahapan kegiatan yaitu: 

1. Melakukan diskusi terkait penyusunan rencana kerja; 

2. Melakukan penyusunan dan menentukan jod desk; 

3. Pembuatan google form pengajuan surat keterangan; 

4. Sosialisasi perubahan sistem pengajuan;  

5. Penyusunan laporan Aktualisasi.  

Setiap tahapan yang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagaimana telah 

dijelaskan pada bab v dengan bukti terlampir. 
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B. Saran 

Kegiatan dan produk aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif pada implementasi dari visi misi Sekretariat Jenderal DPR 

RI, khususnya di bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. Pegawai pada bagian 

Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi diharapkan mampu mempertahankan program 

yang saat ini berjalan dan mengembangkan agar program tersebut bisa lebih baik dan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan bagian.  
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